
KEPUTUSAN KERALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 697 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRRAN

MADRASAH TSANAWIYAH AL FATIH

KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERRAN AGAMA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Mehimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasa1 8 ayat (2)

Peraturan Menteri Aga軸息∴Nomor　90　TaImn　2013　tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, Perlu memberikan izin

OPeraSional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor

Wilay∈血Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Bar〔叱

b. bahwa dalam rangka meningkathm akses pendidikan madrasah

yang bermutu, Perlu memberikan kesempatan maeyarakat melalui

Organisasi bcrbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah

SeSual dengan standar nasional pendidikan;

C. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

telah memenuhi persyaratan administradf, tekIlis, dan kelayakan

yang telah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b dan c di atas, Perlu menetapkan Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Kcmenterian Agama Provinsi Kalimantan Barat

tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah

Tsanawiys血AI Fatih Kabupaten Kayong Utara.

1. Undang置Undang Nomor　20 Tahun 20O3　tentang Siste皿

Pendidikm Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO3 Nomor 78, Ta皿bahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 4 1 , Ta皿bahg皿Lembaran N噂ara Republik Indonesia

Nomor　4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pe皿Crintah Nomor　32　Tahun　2013　tentang Perubahan atas

PeraturaLn Pemerintah Nomor 19 Tahun 20O5 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun

2O 13 Nomor 7 1 , Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5410);

く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4. Peraturan…



4. Peraturan Pemerintah Nomor　47 Tahun　2008　tentang Wqjib

Bel句ar Pendidikan Dasar (Lembaran Neg!m Republik Indonesia

Tahun 20O8 Nomor 9O, Tambahan lcmbaran Negara Republjk

血donesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (LembaI.an Negrm Republik Indonesia Tahun 20O8

Nomor　91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

No皿or 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor　74 Tahun　2008　tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,

TambaIrm IJembaran Negrra Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelengg劃aan Pendidikan (Le皿baran Negara Republik

血donesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No皿Or　5150) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 201O tentang

Peruba血an Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17　Tahun　2010

tenta宣喝Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor l 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 20O7

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madr栂ah

Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pe重tama/Madrasah Tsana"kyah,

dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

tentang Standar Pelayγanan Minimal Pendidikan di

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah mertiadi Peraturan

Mentcri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun　2013

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 15　Tahun　201O tentang Standar Pelayanan Minima上

Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

10. Peraturan Menteri Aga皿a Nomor 2 Tahun 20 12 tentang PengiⅣas

Madrasah dan Pengawas Pendidi鹿m Agama Isla皿Pada Sekolah

q3erita Negara Republik　血donesia Tahun　2012　Nomor　206)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ment顔i Agama

Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan

Pen邸was Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 684);

11. Peraturan Menteri Agr町a Nomor 13　Tahun　2012　tentang

Organisasi dan Tata Ke重ねInstansi Vertikal Ke皿enterian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 85 1);

12. Peraturan Menteri Agg皿a Nomor　90　Tahun　2O13　tentang

Peng鳩lcnggaran Pendidikan Madrasz血(Berita Negara Republik

血donesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebag証mana telah diubah

dengan PeratuI’an Menteri Aga皿a Nomor 60 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9O Tahun 20 13

tentang Penyelen弱araan Pendidikan Madrasah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN …



】油量蘭面でUS曝A蘭:

I[EPUTUSAN K田PALA KA蘭でOR VmI‘AYA鱒　K勘的EHT国電IAH

胸m F恥OVI蘭S量　KAL重MA蘭TAⅣ∴∴RARAT　で聞TA蘭G

P田同調BERIA対　置Z量N O細田最AS霊o珊AL P塵蘭DIRTAH　軸AD最ASA田

でSA蘭A調TFAH AL FAT重H I[ABU珊ENO蘭G U皿.

Memberikan二Iizin operasional pendirian madrasah kepeda

Madrasah sebagalmam tercantum dalam Lamp血an yang

merupa脇皿bagian ddak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu　4　tahun, Kepala Madrasah yang

bersangkutan w萄ib :

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madra組h kepada

Kepala Kantor Kementerian Agana yang memuat paling

Sedikit perkembangan ju皿ぬh peserta didik, Pelaksanaan

kurikulum, Pelaksanaan pe皿enuhan standar sarana

PraSarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik

dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Meng両ukan pendaftaran visitasi alneditasi

sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagr王mana dimaksud

dalam Diktum KEDUA huruf a dinilaj memenuhi standar

Pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau

hasil a血editasi sebagalmana dimaksud Diktum KEDUA huruf

b mendapat pe血喝l【at minimal C, maka izin operasional

sebagaimana dimaksud dala皿Diktum KESATU tetap berlaku.

Dala皿hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar

pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau

hasil akreditasi sebagalmana dimaksud Diktum KEDUA huruf

b tidak mendapat perir蜘mini皿al C, maka izin operasional

Sebngaimana dimaksud dalan Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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